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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Pada tanggal 27 September 2010 di New York, PBB telah menyelenggarakan Treaty Event bersamaan dengan berlangsungnya Sidang Majelis Umum ke-65. Pada kesempatan itu, Indonesia yang diwakili Menteri Luar Negeri RI menandatangani International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance. Penandatangan konvensi tersebut merupakan penegasan komitmen Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi penghormatan, pemajuan, dan perlindungan HAM.

2. Penandatangan konvensi ini sebagai upaya melanjutkan komitmen Indonesia yang memiliki andil besar atas diadopsinya konvensi tersebut pada Sidang Majelis Umum PBB, 20 Desember 2006 dalam Resolusi Nomor A/RES/61/177 dengan berpartisipasi aktif sejak proses penyusunan dan menjadi co-sponsor bersama 103 negara. Konvensi ini merupakan produk pertama dari Dewan HAM PBB dan merupakan suatu pencapaian baru PBB mengenai isu ini sejak pengesahan Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance oleh Majelis Umum PBB dalam Resolusi Nomor A/RES/47/133 tanggal 18 Desember 1992.

3. Di tingkat nasional, penandatangan konvensi tersebut merupakan tindak lanjut rekomendasi keempat Panitia Khusus DPR Nomor PW 01/6204/DPR-RI/XI/2009, 30 September 2009 mengenai Penanganan atas Hasil Penyelidikan Orang Secara Paksa periode 1997/1998 yang pada intinya menyatakan bahwa ratifikasi Konvensi tersebut sebagai bentuk komitmen dukungan untuk menghentikan praktek penghilangan paksa.
4. Sesuai dengan arahan Presiden kepada Menteri Luar Negeri dalam Rapat Kabinet Terbatas tentang Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) pada Desember 2010, ratifikasi Konvensi ini merupakan salah satu prioritas Pemerintah Indonesia di tahun 2011. Berdasarkan arahan tersebut, Kementerian Luar Negeri akan bertindak sebagai lembaga pemrakarsa dan memulai proses ratifikasi dengan mengajukan permohonan izin prakarsa ke Presiden.

5. Ratifikasi konvensi ini adalah perwujudan komitmen perlindungan HAM Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 pada Pasal 28G ayat (1) dan (2) serta Pasal 28G ayat (1) yang meliputi hak perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

6. Ratifikasi konvensi ini juga akan memperkuat sistem hukum nasional dalam mencegah motif atau praktek politik yang menggunakan cara-cara penghilangan paksa di masa yang akan datang dan telah terdapat upaya perlindungan (safeguards) yang kuat dari Konvensi ini, termasuk penerapan prinsip non-retroaktif. Langkah tersebut memberikan penegasan bagi Pemerintah RI atas dukungannya terhadap semangat Konvensi tersebut dan menunjukkan komitmen penegakan HAM Indonesia di tingkat internasional. Sebagai catatan, Konvensi ini telah berlaku secara efektif (entry into force) pada 23 Desember 2010 yaitu hari ketigapuluh setelah diterimanya instrumen ratifikasi yang keduapuluh. Hingga bulan September 2011, tercatat 29 negara yang telah meratifikasi Konvensi ini.
B. Latar belakang konvensi dibentuk

7. PBB pertama kali mengangkat masalah orang hilang dalam Sidang Majelis Umum pada Desember 1978 yang mengeluarkan Resolusi Nomor A/RES/33/173 berintikan keprihatinan atas laporan dari berbagai belahan dunia terkait dengan penghilangan paksa dan meminta Komisi HAM PBB untuk memperhatikan isu tersebut dan mempersiapkan rekomendasi yang tepat. Pada tahun 1979 Komisi HAM PBB memberikan mandat kepada Subkomisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Kaum Minoritas untuk menyusun draft deklarasi mengenai hal ini. Selanjutnya, Subkomisi tersebut mengusulkan pembentukan The Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances (UNWGEID) yang terbentuk pada Februari 1980.
8. Pada tanggal 18 Desember 1992 Majelis Umum PBB telah mengeluarkan Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance oleh Majelis Umum PBB dalam Resolusi Nomor A/RES/47/133 tanggal 18 Desember 1992. Deklarasi tersebut merupakan suatu langkah maju yang dihasilkan oleh PBB walaupun bersifat non-binding.

9. Pada tahun 1998 Subkomisi untuk Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia mengadopsi rancangan Konvensi Internasional untuk Perlindungan semua orang dari Penghilangan Paksa. Namun, pembahasan rancangan konvensi baru dilanjutkan kembali dalam Intersessional Open-Ended Working Group di Jenewa pada tahun 2003 hingga disepakati pada 25 September 2005 dengan partisipasi aktif dan kontribusi dari negara-negara yang memiliki pengalaman dalam praktek penghilangan secara paksa dan memiliki komitmen untuk mencegah berulangnya kembali praktek-praktek tersebut.

C. Identifikasi Masalah

1. Belum memadainya regulasi nasional dalam upaya mencegah terjadinya penghilangan paksa.

2. Perlunya penegasan perlindungan hukum bagi setiap orang dari penghilangan paksa, dan jaminan atas pemulihan hak terhadap korban penghilangan paksa, di masa yang akan datang.
3. Praktek kejahatan penghilangan paksa pernah terjadi di Indonesia, kondisi tersebut menyebabkan sebagian warga negara trauma.
D. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademis

Penyusunan Naskah Akademik ditujukan sebagai bahan pertimbangan mengenai pentingnya meratifikasi International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance.
Lebih lanjut kegunaan Naskah Akademik adalah untuk: 
1. Memperkuat sistem hukum nasional terkait upaya pencegahan penghilangan paksa oleh aparatur negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Menyediakan perangkat untuk mengambil langkah-langkah hukum jika terjadi kasus penghilangan paksa di masa mendatang, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga proses pengadilan dimana pelaku penghilangan paksa mendapat hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

3. Meningkatkan perlindungan hukum terhadap korban penghilangan paksa, termasuk keluarga korban yang meninggal dunia, wanita hamil, anak kecil, orang-orang cacat atau kelompok rentan lainnya;
4. Menjamin perlindungan terhadap pelapor, saksi, keluarga, dan kuasa hukumnya dari pihak yang hilang, termasuk pihak yang terlibat dalam penyelidikan, dari segala ancaman, penganiayaan dan intimidasi yang muncul sebagai konsekuensi pelaporan;

5. Menjamin hak korban dan keluarga korban penghilangan paksa untuk mendapatkan proses pemulihan atau rehabilitasi yang efektif  dan kompensasi yang wajar dan adil secara cepat;

6. Meningkatkan kerjasama dengan negara lain dalam bentuk perjanjian ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik dalam rangka menyelesaikan kasus-kasus penghilangan paksa;

7. Menegaskan komitmen Pemerintah RI atas dukungan penegakan HAM khususnya perlindungan semua orang dari penghilangan paksa

E. Metode

Penyusunan naskah akademis ini menggunakan metode yuridis normatif melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder yaitu hasil penelitian dan kajian Peraturan Perundang-undangan serta referensi lainnya.

BAB II
KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

Dalam paham negara hukum, jaminan hak asasi manusia dianggap sebagai ciri yang mutlak harus ada di setiap negara yang dapat disebut rechtsstaat. Bahkan,dalam perkembangan selanjutnya, jaminan-jaminan hak asasi manusia itu juga diharuskan tercantum dengan tegas dalam undang-undang dasar atau konstitusi tertulis negara demokrasi konstitusional (constitutional democracy). Jaminan ketentuan tersebut dianggap sebagai materi terpenting yang harus ada dalam konstitusi, di samping materi ketentuan lainnya, seperti format kelembagaan dan pembagian kekuasaan negara serta mekanisme hubungan antar lembaga negara.

Menurut pandangan Rawls, masyarakat sebagai sebuah lembaga kerja sama sosial hanya bisa berkembang dengan baik apabila hak-hak dasar warga negara diberi tempat dan dilindungi oleh pelaksana negara (pemerintah) melalui konstitusi. Dengan demikian, keadilan hanya bisa dilegalkan pada negara yang demokratis. Negara yang demokratis menghendaki bahwa setiap pribadi mempunyai kesempatan yang sama untuk berjuang dan merasakan keadilan. Ada pesan moral yang disampaikan oleh Rawls yang secara mendasar ditandai oleh dua kemampuan moral. Pertama, kemampuan untuk mengerti dan bertindak berdasarkan rasa keadilan dan dengan itu pula ia didorong untuk mengusahakan suatu kerja sama sosial. Kedua, kemampuan untuk membentuk, merevisi, dan secara rasional mengusahakan terwujudnya konsep yang baik, yang mendorong semua orang untuk mengusahakan terpenuhinya dan manfaat-manfaat primer bagi dirinya.

Indonesia sebagai negara hukum telah memberikan jaminan hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan amendemen-amendemennya. Selanjutnya, jaminan hak asasi tersebut juga telah dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan sebagai penjabaran lebih lanjut dari undang-undang dasar, salah satunya adalah Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

Konsep kewajiban pada awalnya merupakan suatu konsep khusus dari lapangan moral yang menunjuk kepada norma moral dalam hubungannya dengan individu terhadap siapa tindakan tertentu diharuskan atau dilarang oleh norma tersebut. “Seseorang individu mempunyai kewajiban moral, atau diwajibkan menurut moral, untuk melakukan suatu perbuatan” mengandung arti bahwa ada suatu norma yang valid yang memerintahkan perbuatan ini, atau bahwa individu tersebut harus berbuat menurut cara tersebut.

Konsep “kewajiban” biasanya dibedakan dari konsep “hak”. Istilah “hak” mengandung makna yang sangat berbeda. Konsep ini harus didefinisikan dari sudut pandang teori hukum murni. Hak hukum mensyaratkan kewajiban hukum dari seseorang lainnya. Kewajiban ini ada dengan sendirinya dalam hal ini berbicara tentang suatu hak atas perbuatan dari seseorang lainnya. Seorang kreditur mempunyai hak hukum untuk menuntut debiturnya membayar sejumlah uang, jika si debitur diwajibkan menurut hukum, yakni mempunyai kewajiban hukum untuk membayar sejumlah uang tersebut.

Hubungan antara kewajiban negara memberikan jaminan hak asasi dengan hak warga negara mendapatkan jaminan hak asasi tersebut dapat dilihat melalui proses terbentuknya negara itu sendiri. Salah satu teori yang dapat dijadikan acuan adalah teori perjanjian masyarakat.

Berdasarkan teori perjanjian masyarakat yang dikemukakan oleh John Locke, terdapat dua macam proses perjanjian masyarakat yang disebutnya sebagai Second Treaties of Civil Government. Dalam traktat yang pertama adalah perjanjian antara individu dengan individu warga yang ditujukan untuk terbentuknya masyarakat politik dan negara yang disebut sebagai Pactum Unionis.

“Men by nature are all free, equal, and independent, no one can be put out on this stage, and subjected to the political power another, without his own content, which other men to join and unite into a community for their comfortable, safe, peaceable, living one amongst another …” 
 
Dalam traktat selanjutnya, yang disebut sebagai Pactum Subjectionis, Locke melihat bahwa pada dasarnya setiap persetujuan antar individu tadi (pactum unionis) terbentuk atas dasar suara mayoritas. Dikarenakan setiap individu selalu memiliki hak-hak yang tak tertanggalkan yaitu, life, liberty, serta estate, maka adalah logis jika tugas negara adalah memberikan perlindungan kepada masing-masing individu.

Dengan demikian, berdasarkan teori perjanjian masyarakat, negara memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan hak asasi kepada warga negaranya sebagai konsekuensi keberadaan negara itu sendiri. Dalam kaitan ini, jaminan perlindungan bagi setiap orang (warga negara) dari penghilangan paksa merupakan kewajiban negara sebagai akibat yang timbul dari perjanjian masyarakat yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia VI yaitu “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...”. 
Jaminan perlindungan hak-hak warga negara memerlukan hukum sebagai sistem yang memberikan pedoman implementasi perlindungan atas  hak-hak tersebut serta mekanisme sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi.
Hukum adalah tata aturan (order) sebagai suatu sistem aturan-aturan (rules) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal (rule), tetapi seperangkat (rules) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.

Dengan demikian, dalam memberikan jaminan pelaksanaan perlindungan hak-hak warga negara yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945 sudah sepatutnya dilakukan pembangunan hukum nasional dengan memperhatikan norma-norma yang berkembang di masyarakat maupun instrumen-instrumen hukum internasional. 

Pernyataan bahwa hukum adalah suatu tata aturan tentang perilaku manusia tidak berarti tata hukum (legal order) hanya terkait dengan perilaku manusia, tetapi juga dengan kondisi tertentu yang terkait dengan perilaku manusia. Suatu aturan menetapkan pembunuhan sebagai delik terkait dengan tindakan manusia dengan kematian sebagai hasilnya. Kematian bukan merupakan tindakan, tetapi kondisi fisiologis. Setiap aturan hukum mengharuskan manusia melakukan tindakan tertentu atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam kondisi tertentu. Kondisi tersebut tidak harus berupa tindakan manusia tetapi dapat juga berupa suatu kondisi. Namun, kondisi tersebut baru dapat masuk dalam suatu aturan jika terkait dengan tindakan manusia baik sebagai kondisi atau sebagai akibat.

Dalam kaitannya dengan penghilangan paksa, hilang atau tidak diketahuinya keberadaan seseorang merupakan kondisi fisiologis, sementara penghilangan dengan paksa merupakan tindakan. Tindakan penghilangan paksa menimbulkan kondisi hilang atau tidak diketahuinya keberadaan seseorang. 
Masalah hukum sebagai ilmu adalah masalah teknik sosial, bukan masalah moral. Tujuan dari suatu sistem hukum adalah mendorong manusia dengan teknik tertentu agar bertindak dengan cara yang ditentukan oleh hukum.
 

Pembedaan antara hukum dengan tatanan norma sosial lain dapat dilihat dari sudut fungsinya sebagai motivasi langsung atau tidak langsung. Konsekuensi dalam bentuk sanksi berupa hukuman dan imbalan, monopoli penggunaan sanksi, dan faktor kepatuhan terhadap norma.
 
Oleh karena itu, ratifikasi Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa merupakan upaya mendorong aparatur negara secara khusus dan masyarakat secara umum agar bertindak dengan cara yang ditentukan oleh hukum dalam hal ini untuk tidak melakukan penghilangan paksa.

Pembentukan aturan hukum mengikat yang bersumber dari perangkat hukum internasional perlu memperhatikan teori keberlakuan hukum internasional. Keberlakuan Konvensi Internasional sebagai instrumen hukum internasional menjadi bagian dari hukum nasional suatu negara merujuk teori keberlakuan yang dianut penyelenggara negara yang bersangkutan. 
Suatu norma adalah valid dan mengikat hanya berdasarkan persyaratan bahwa telah dibuat dalam bentuk tertentu dan lahir dengan prosedur dan aturan tertentu.


Salah satu paham mengenai keberlakuan hukum internasional adalah paham dualisme. Paham dualisme bersumber pada teori bahwa daya ikat hukum internasional bersumber pada kemauan negara, hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem atau perangkat hukum yang terpisah.
Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh aliran dualisme untuk menjelaskan hal ini yaitu:

1. Sumber hukum, paham ini beranggapan bahwa hukum nasional dan hukum internasional mempunyai sumber hukum yang berbeda, hukum nasional bersumber pada kemauan negara, sedangkan hukum internasional bersumber pada kemauan bersama dari negara-negara sebagai masyarakat hukum internasional;
2. Subjek hukum internasional, subjek hukum nasional adalah orang baik dalam hukum perdata atau hukum publik, sedangkan pada hukum internasional adalah negara;
3. Struktur hukum, lembaga yang diperlukan untuk melaksanakan hukum pada realitasnya ada mahkamah dan organ eksekutif yang hanya terdapat dalam hukum nasional. Hal yang sama tidak terdapat dalam hukum internasional.
4. Kenyataan, pada dasarnya keabsahan dan daya laku hukum nasional tidak dipengaruhi oleh kenyataan seperti hukum nasional bertentangan dengan hukum internasional. Dengan demikian hukum nasional tetap berlaku secara efektif walaupun bertentangan dengan hukum internasional.
Maka sebagai akibat dari teori dualisme ini adalah kaidah-kaidah dari perangkat hukum yang satu tidak mungkin bersumber atau berdasar pada perangkat hukum yang lain. Dengan demikian dalam teori dualisme tidak ada hirarki antara hukum nasional dan hukum internasional karena dua perangkat hukum ini tidak saja berbeda dan tidak bergantung satu dengan yang lain tetapi juga terlepas antara satu dengan yang lainnya.

Akibat lain adalah tidak mungkin adanya pertentangan antara kedua perangkat hukum tersebut, yang mungkin adalah renvoi (penunjukan kembali). Karena itu dalam menerapkan hukum internasional dalam hukum nasional memerlukan transformasi menjadi hukum nasional. Transformasi hukum tersebut antara lain melalui ratifikasi atau aksesi. Memperhatikan praktek pemberlakuan hukum internasional di Indonesia, dapat dikatakan bahwa Indonesia cenderung paham dualisme.
B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma

Asas Legalitas
Tidak ada perbuatan pidana yang dapat dihukum jika perbuatan itu tidak ditetapkan sebagai kejahatan berdasarkan hukum (nullum crimen sine lege). Hukuman yang tidak berdasarkan hukum tertulis tidak dibenarkan dan tidak sesuai dengan hukum (nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali).
     
 Asas Legalitas dalam hukum pidana Indonesia terdapat dalam pasal 1ayat (1) KUHP, yang berbunyi Geen feit is strafbaar dan uit kracht van eene daaran voorafgegane wettelijk starfbepaling. Pasal ini oleh Engelbrecht diterjemahkan menjadi “Tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang, yang mendahului perbuatan itu.” Kemudian oleh Tim penerjemah BPHN diterjemahkan “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada “.

Asas legalitas tersebut, dalam ilmu pengetahuan dikenal dengan istilah nullum delictum nulla poena sine praevia lege.
 Asas nulla poena mula-mula diperkenalkan oleh Montesquieu, kemudian Rousseau, dan Beccaria. Oleh Paul Johann Anseln von Feurbach, dirumuskan dalam bahasa latin nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali (tidak ada perbuatan yang dapat dihukum tanpa ada peraturan yang mengkriminalisasi perbuatan tersebut).
 

Pasal 1 ayat (1) KUHP merupakan wujud yang jelas dari asas legalitas yang menjangkau lebih jauh dari apa yang terbaca dalam Pasal 1 KUHP. Dengan demikian, asas legalitas ini merupakan jaminan kepastian hukum, tumpuan dari hukum pidana dan hukum acara pidana (Sahetapy, 2003:4).
Asas Universalitas

Pelaksanaan prinsip universal hukum internasional dalam hukum pidana nasional suatu negara, berkaitan erat dengan penerapan hukum internasional ke dalam hukum nasional.Oleh karena iu perlu  diperhatikan hubungan hukum internasional dengan hukum nasional menurut hukum positif di beberapa negara (yang sudah banyak dijelaskan dalam berbagai literatur hukum internasional). Khusus mengenai penerapan hukum nasional indonesia, maka perlu diperhatikan pendapat Prof. Dr. Mochtar Kusumaatadja sebagai berikut:

1. UUD 1945 tidak memuat ketentuan yang mengatur hal tersebut, hal ini tidak dapat dijadikan dasar untuk mengatakan bahwa Indonesia tidak menganut supremasi hukum internasional atas hukum nasional, apalagi menarik kesimpulan  bahwa hukum nasional mengatasi hukum internasional.

2. Kita tidak menganut teori transformasi (seperti Amerika), tetapi kita lebih condong pada sistem Eropa Barat, yaitu kita menganggap diri kita langsung terkait dalam melaksanakan dan mentaati perjanjian dan konvensi yang telah disyahkan tanpa perlu lagi mengadakan lagi perundang-undangan pelaksana, tapi dalam beberapa hal, pengundangan dalam undang-undang nasional mutlak perlu, yaitu bila diperlukan perubahan dalam undang-undang nasional yang mengikat hak-hak warga  negara  sebagai perorangan.

Dengan demikian, bila ternyata ada kejahatan internasional yang belum diatur oleh hukum pidana Indonesia, maka ketentuan sebagaimana yang dikemukakan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja tersebut perlu diperhatikan, khususnya dalam mengadakan kerjasama internasional untuk mengatasi kekosongan yurisdiksi.

Apabila dikaitkan dengan perkembangan hukum pidana internasional, benturan-benturan antara pelaksanaan prinsip universal dengan hukum pidana nasional masing-masing negara (termasuk hukum pidana nasional Indonesia), bukanlah hal yang mengherankan. Hal ini disebabkan oleh adannya kenyataan, bahwa hukum pidana internasional itu muncul, tumbuh dan berkembang karena keterpaduan/gabungan (“convergence”) antara dua aspek disiplin hukum, yaitu : aspek hukum pidana hukum internasional dan aspek internasional hukum-hukum pidana nasional.

Asas non-retroaktif (lex temporis delicti)

Tidak seorang pun bertanggung jawab secara pidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam UU yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Nilai politik dan moral atas hukum retroaktif mungkin dipermasalahkan, tetapi kemungkinannya tidak dapat diragukan. Hukum retroaktif menuai keberatan dan tidak diinginkan kerena melukai perasaan keadilan atas sanksi, terutama hukuman, terhadap individu karena suatu tindakan atau omisi di mana individu tersebut tidak dapat mengetahui bahwa hal itu akan dikenai sanksi.

Wirjono Prodjodikoro berpendapat kalau larangan berlaku surut dipandang sebagai penegakan kepastian hukum bagi si pelanggar hukum pidana, maka ini harus dijaga benar-benar, jangan sampai seorang oknum mendapat pukulan berupa pidana berdasar suatu perbuatan pidana yang pada waktu itu yang tidak disertai sanksi pidana, artinya kepentingan oknum itulah yang menjadi titik tolak dari larangan berlaku surut.

Asas Nasional Aktif/Personalitas
Undang-undang pidana Indonesia berlaku juga terhadap warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Dasar daripada asas nasional aktif adalah orang yang melakukan kejahatan itu. Dengan kata lain ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi warga negaranya dimanapun mereka berada. Untuk dapat menuntut warganegara kita di luar negeri maka diperlukan penyerahan dari Negara asing yang bersangkutan.

Daluarsa/verjaring

Daluarsa mengatur hak dan kewajiban subyek hukum (khususnya batas atau tenggat waktu) dalam mempergunakan hak-haknya dalam hukum pidana maupun perdata dan hal-hal yang berkaitan dengan pembuktian. Pada prinsipnya daluarsa ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum baik dalam penanganan pidana baik terhadap tersangka, korban maupun aparat penegak hukum.  

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Kondisi regulasi nasional dari perspektif Hak Asasi Manusia

Belum memadainya produk hukum nasional terutama hukum pidana dan hukum acara pidana merupakan faktor dasar belum optimalnya perlindungan HAM terkait dengan penerapan bidang hukum tersebut. Dipergunakannya hukum acara pidana dalam konteks dan perspektif HAM dinilai sangat tidak sesuai dan sangat tidak memadai, karena secara eksplisit hukum acaranya kepada hukum acaranya menggunakan hukum acara pidana (KUHAP), sehingga instrumen ini justru menutup kemungkinan digunakannya hukum acara lain di luar KUHAP. Pada dasarnya, tindak pidana (kejahatan) HAM tidak dapat dan tidak mungkin disamakan dengan tindak pidana (kejahatan) biasa, keduanya jelas sangat berbeda baik secara materiil maupun formil. Pengadilan HAM sebagai pengadilan yang bersifat khusus, dibentuk melalui tata cara khusus dan menangani kasus-kasus yang khusus, tentu harus dipergunakan hukum acara yang khusus pula, sehingga acara pengadilan HAM tidak boleh dan tidak dapat disamakan dengan hukum acara peradilan pidana biasa.
Kondisi mengenai aparat penegak hukum

Dalam perumusan putusan pengadilan, hakim-hakim belum menggunakan konvensi internasional yang telah diratifikasi sebagai dasar putusan. Hal ini dipengaruhi juga oleh belum memadainya pengetahuan hakim-hakim mengenai konvensi-konvensi internasional yang telah diratikasi oleh Indonesia. Selain itu, kecenderungan para hakim menggunakan paham dualisme memberikan pandangan bahwa selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur materi dari konvensi-konvensi tersebut maka konvensi sebagai instrumen hukum internasional dianggap belum ditransformasi menjadi bagian dari hukum nasional walaupun telah diratifikasi melalui undang-undang.
Ditingkat penyidikan dan penuntutan, aparat penegak hukum berpegang pada perangkat hukum pidana biasa karena belum memadainya perangkat hukum pidana HAM. Hal ini dapat menimbulkan tindakan aparat yang dianggap tidak responsif terhadap HAM. 

Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparat/sumber daya penegak hukum, serta sarana dan prasarananya dengan mengedepankan pemajuan dan perlindungan HAM dalam pelaksanaan tugasnya.
D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Undang-undang atau Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Implikasi atas ratifikasi Konvensi ini sebagai berikut:

1. Menyelesaikan kasus penghilangan paksa, jika terjadi di masa mendatang, melalui proses hukum yang adil, dan memberikan kompensasi bagi korban dan keluarga korban penghilangan paksa, serta melakukan upaya pencegahan agar kasus penghilangan paksa tidak terulang kembali.

2. Menyiapkan dan menyerahkan laporan mengenai langkah-langkah yang telah dilaksanakan sebagai pelaksanaan kewajiban dalam Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa tersebut kepada Komite Penghilangan Paksa, melalui Sekjen PBB.

3. Menentukan standar minimum dan maksimum hukuman menurut sudut pandang Indonesia mengingat Pasal 7 ayat (1) konvensi ini menyatakan bahwa “Setiap Negara Pihak wajib membuat kejahatan penghilangan paksa dapat dihukum dengan hukuman yang tepat, dengan mempertimbangkan keseriusan kejahatan ini”.

4. Menjadikan konvensi ini sebagai salah satu dasar ekstradisi terhadap pelaku dengan sesama negara pihak apabila Indonesia tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan negara tersebut.
5. Terjaminnya perlindungan hukum terhadap korban penghilangan paksa, termasuk keluarga korban yang meninggal dunia, wanita hamil, anak kecil, orang-orang cacat atau kelompok rentan lainnya.
6. Tersedianya perlindungan terhadap pelapor, saksi, keluarga, dan kuasa hukumnya dari pihak yang hilang, termasuk pihak yang terlibat dalam penyelidikan, dari segala ancaman, penganiayaan dan intimidasi yang muncul sebagai konsekuensi pelaporan.
7. Terjaminnya hak korban dan keluarga korban penghilangan paksa untuk mendapatkan proses pemulihan atau rehabilitasi yang efektif  dan kompensasi yang wajar dan adil secara cepat.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

UU 39 Tahun 1999 tentang HAM

Dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 angka 6 telah mengatur Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
Definisi di atas apabila dikaitkan dengan definisi penghilangan paksa dalam Konvensi, maka tidak hanya menjangkau orang sebagai individu tetapi juga aparatur negara sebagai subjek yang dapat dijangkau oleh Undang-Undang HAM. Namun demikian, Undang-undang ini tidak memberikan sanksi apapun.
UU 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
Kriminalisasi penghilangan paksa oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (Undang-Undang Pengadilan HAM) dalam Pasal 9 huruf i menggolongkan penghilangan paksa sebagai kejahatan kemanusiaan dengan mempersyaratkan bahwa perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Adanya persyaratan kondisi tersebut menimbulkan akibat hukum bahwa cakupan pasal-pasal terkait penghilangan paksa dalam Undang-Undang Pengadilan HAM hanya mengakomodasi isi Pasal 5 Konvensi sebagai berikut:
Article 5

The widespread or systematic practice of enforced disappearance constitutes a crime against humanity as defined in applicable international law and shall attract the consequences provided for under such applicable international law.
diterjemahkan menjadi:

Pasal 5 

Praktik penghilangan paksa yang dilakukan secara meluas atau sistematis merupakan suatu kejahatan terhadap kemanusiaan seperti dimaksud dalam hukum internasional yang berlaku dan harus mendapat konsekuensi yang ditetapkan di bawah hukum internasional tersebut. 

Walaupun demikian, penjelasan Pasal 9 huruf 1 Undang-Undang Pengadilan HAM telah memberikan definisi yang hampir mencakup definisi yang diatur dalam Pasal 2 Konvensi yaitu "penghilangan orang secara paksa" yakni penangkapan, penahanan, atau penculikan seseorang oleh atau dengan kuasa, dukungan atau persetujuan dari negara atau kebijakan organisasi, diikuti oleh penolakan untuk mengakui perampasan kemerdekaan tersebut atau untuk memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang tersebut, dengan maksud untuk melepaskan dari perlindungan hukum dalam jangka waktu yang panjang.

Namun, keberadaan kalimat “...bahwa perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik...” dalam Pasal 9 Undang-Undang Pengadilan HAM justru membatasi cakupan definisi yang dirumuskan Pasal 9 huruf i. Definisi dalam penjelasan Pasal 9 huruf i juga tidak menggunakan definisi aparatur negara yang berarti merujuk pada pertanggungjawaban orang sebagai pihak yang dapat dipidanakan. Walaupun tidak menggunakan definisi aparatur negara, penjelasan pasal tersebut telah menyebut Negara sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban.   
Oleh karena itu, dengan dilakukannya ratifikasi terhadap Konvensi Internasional tentang Perlidungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa perlu dilakukan harmonisasi definisi tentang “penghilangan paksa” pada peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan isi Pasal 2 Konvensi yaitu:

 Article 2

“enforced disappearance” is considered to be the arrest, detention, abduction or any other form of deprivation of liberty by agents of the State or by persons or groups of persons acting with the authorization, support or acquiescence of the State, followed by a refusal to acknowledge the deprivation of liberty or by concealment of the fate or whereabouts of the disappeared person, which place such a person outside the protection of the law.
diterjemahkan menjadi:

“penghilangan paksa” adalah penangkapan, penahanan, penculikan, atau bentuk perampasan kebebasan lain yang dilakukan oleh aparat Negara, atau oleh orang atau kelompok orang yang memiliki kewenangan, dukungan, atau persetujuan dari Negara, dengan disertai penyangkalan untuk mengakui adanya perampasan kebebasan atau penyembunyian nasib atau keberadaan orang yang hilang, sehingga menempatkan orang-orang hilang tersebut di luar perlindungan hukum.

KUHP

Pelaksanaan prinsip universal terhadap international crime yang sudah diatur dalam KUHP dan atau undang-undang pidana Indonesia tidaklah menimbulkan masalah, sebab hal ini tidak bertentangan dengan asas legalitas hukum pidana Indonesia. Akan tetapi, terhadap internasional crime yang belum diatur oleh KUHP dan atau undang-undang pidana Indonesia, akan menimbulkan masalah yang serius, karena dengan demikian akan ada orang yang telah melakukan kejahatan internasional diluar wilayah Indonesia (dan tidak merugikan Indonesia) dan kemudian berada di wilayah Indonesia tidak akan bisa dituntut di Indonesia walau dengan prinsip universal. Hal ini tentu akan menimbulkan kekosongan/kevakuman yurisdiksi, yang dalam hukum pidana (baik nasional maupun internasional) merupakan hal yang sangat peka/sensitif. Kekosongan yurisdiksi, tentu akan membahayakan ketertiban/keamanan setiap negara didunia (masyarakat internasional), karena orang dimanapun, kapanpun akan bertindak semaunya yang merugikan orang lain atau negara dalam masyarakat internasional, dengan melakukan kejahatan internasional tetapi terlepas dari tuntutan hukum pidana (baik hukum pidana nasional maupun internasional).
KUHAP
Proses penangkapan dan penahanan diatur dalam Bab V KUHAP. Masalah penangkapan merupakan bagian dan perhatian yang serius, karena penangkapan, penahanan, penggeledahan merupakan hak dasar atau hak asasi manusia dampaknya sangat luas bagi kehidupan yang bersangkutan maupun keluarganya.


Terdapat dua macam penangkapan:

1. Tertangkap tangan;

2. Tidak dalam keadaan tertangkap tangan.

Tertangkap tangan:

· tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindakan pidana, atau

· dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau

· sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau

· apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya, atau

· turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana. [Pasal 19 ayat (1)].

Penangkapan dalam hal tertangkap tangan:
· penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan

· ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat.[ Pasal 18 ayat (2)]

· penangkapan dapat dilakukan paling lama 1 hari [Pasal 19 ayat (1)]

· terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak dilakukan penangkapan, kecuali

· dalam hal dipanggil secara sah 2 kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah [Pasal 19 ayat (2)]

Penangkapan tidak dalam tertangkap tangan:
· penangkapan dilakukandilakukan oleh penyidik,atas tersangka yang sedang tidak melakukan tindak pidana.

Berbeda dengan penangkapan tertangkap tangan karena penangkapan dalam keadaan "tidak tertangkap tangan" harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-undang sebagai berikut :

Penangkapan oleh penyidik:
· perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup (Pasal 17).

Pengertian bukti permulaan yang cukup:
· ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana, (misal, ada saksi dan barang bukti), karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan *) patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.


*) Bukti permulaan untuk melakukan penangkapan jika dikaitkan dengan pasal 183, maka harus memenuhi syarat sebagaimana pasal tersebut yang bunyinya :


"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya".

Pelaksanaan tugas penangkapan:
· dilakukan oleh petugas kepolisian Negara Republik Indonesia 

· dengan memperlihatkan surat tugas, serta

· memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang dicantumkan,

· uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa (Pasal 18)

Surat perintah penangkapan dikeluarkan oleh:
· pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia,

· yang berwenang dalam melakukan penyidikan di daerah hukumnya.

Tembusan surat perintah penangkapan:
· harus diberikan kepada keluarganya,

· segera setelah penangkapan dilakukan [Pasal 18 ayat (3)]

· penangkapan oleh penyidik dapat dilakukan paling lama 1 hari [Pasal 19 ayat (1)]
UU 15 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Hak-hak saksi dan korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban meliputi, hak untuk mendapat penasihat hukum, hak mendapat informasi tentang perkembangan kasus, hak untuk diberitahu akan putusan pengadilan, hak untuk untuk diberitahu bilamana terpidana dibebaskan, hak atas perlindungan keamanan pribadi, hak atas relokasi, hak atas biaya transportasi, hak untuk mendapatkan identitas baru, hak atas restitusi, hak atas kompensasi, bantuan medis, bantuan rehabilitasi psiko-sosial, hak untuk memberikan keterangan di depan pengadilan tanpa kehadiran langsung, dan hak untuk tidak dituntut atas keterangan yang diberikannya di depan pengadilan. 
BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hal tersebut tertuang dalam 2 (dua) dokumen penting yakni Pancasila dan Undang-undang Dasar RI 1945. 
Pancasila dalam kelima silanya mengandung nilai-nilai filosofis luhur tentang Hak asasi Manusia. Sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab” menegaskan perlunya penghormatan harkat dan martabat setiap orang berdasarkan atas kemanusiaan tanpa adanya pembedaan atas dasar alasan apapun. Sedangkan sila kelima “ Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” menegaskan bahwa negara menjamin setiap warga negara Indonesia untuk memperoleh keadilan di seluruh aspek kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Pembukaan Undang-undang Dasar RI 1945 menyerukan bahwa bahwa tujuan Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Demi terimplementasinya nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar RI 1945 yang menjamin perlindungan, penghormatan, dan pemajuan serta pemenuhan HAM termasuk pencegahan dan perlindungan semua orang dari penghilangan paksa.
Sejalan dengan itu maka Negara Indonesia memiliki Indonesia yang kuat untuk meratifikasi International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa)
B. Landasan Sosiologis

Kasus penghilangan paksa dapat mengakibatkan korban dan keluarga korban mengalami penderitaan psikologis dan traumatis sebagai akibat penghilangan paksa yang dialaminya. Oleh karena itu, untuk memperkuat pelaksanaan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia serta memberi perlindungan dan kepastian hukum, serta keadilan, dan perasaan aman kepada perorangan ataupun masyarakat, maka perlu penyempurnaan pengaturan hukum terkait penghilangan paksa di tataran nasional.

C. Landasan Yuridis

Ratifikasi konvensi ini adalah perwujudan komitmen perlindungan HAM Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 pada Pasal 28G ayat (1) dan (2) serta Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan:

Pasal 28G ayat (1):


“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Pasal 28G ayat (2):

“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.”

Pasal 28I ayat (1):

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”

Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Konvensi:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (beserta perubahannya);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1959 tentang Ikut Sertanya Negara Republik Indonesia dalam Seluruh Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949; 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi;

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia); 

7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional; 

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia; 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik)

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana;

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan;

13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; 

14. Peraturan Pemerintah Penggati Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teroris
BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN KONVENSI
Materi muatan Konvensi ini pada dasarnya adalah berupa Pengesahan terhadap International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (Konvensi International untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa) yakni :
a. Definisi

Penghilangan Paksa adalah penangkapan, penahanan, penculikan, atau tindakan lain yang merampas kebebasan yang dilakukan oleh aparat Negara atau oleh orang-orang maupun kelompok yang melakukannya dengan mendapat kewengan, dukungan serta persetujuan dari Negara yang diikuti dengan penyangkalan pengetahuan terhadap adanya tindakan perampasan kebebasan atau upaya menyembunyikan nasib serta keberadaan orang yang hilang sehingga menyebabkan orang-orang hilang tersebut berada di luar perlindungan hukum.
Praktek penghilangan secara paksa yang dilakukan secara meluas atau sistematis adalah kejahatan terhadap kemanusiaan seperti dimaksud dalam hukum Internasional yang berlaku dan harus memperoleh konsekuensi seperti yang berlaku di bawah hukum Internasional.
Korban adalah orang yang hilang atau orang lain yang mengalami kerugian sebagai akibat tindakan Penghilangan Paksa. Dalam hal perlindungan korban, setiap Negara Pihak harus menjamin dalam sistem hukumnya bahwa korban dari Penghilangan Paksa mempunyai hak untuk memperoleh ganti rugi dan kompensasi yang cepat memadai dan adil. 

b. Kewajiban Negara Pihak
Timbulnya kewajiban bagi Negara Pihak atas Konvensi ini adalah setelah berlakunya (entry into force), di negara tersebut. 

Sesuai dengan ketentuan Konvensi, Negara-negara Pihak pada Konvensi ini mempunyai kewajiban sebagai berikut :
· Mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk menyelidiki tindakan penghilangan paksa serta membawa mereka yang bertanggung jawab ke pengadilan.
· Memberikan kontribusi dalam upaya mengembalikan orang-orang hilang dalam keadaan hidup atau memberikan penjelasan untuk klarifikasi kasus penghilangan paksa atau mengidentifikasi para pelaku tindakan penghilangan secara paksa. 
· Menjamin bahwa pelapor, saksi, keluarga dari pihak yang hilang dan pengacaranya, termasuk pihak yang terlibat dalam penyelidikan, dilindungi dari segala ancaman penganiayaan  atau  intimidasi yang muncul sebagai konsekuensi atas  pengaduan atau penyerahan barang bukti.
· Mengupayakan dengan sebisa mungkin bantuan hukum timbal balik terkait proses pidana atas kejahatan penghilangan paksa, termasuk pasokan semua barang bukti yang dimiliki yang diperlukan bagi kepentingan proses pidana tersebut.
· Menjamin dalam sistem hukumnya bahwa korban dari penghilangan paksa mempunyai hak untuk memperoleh ganti kerugian dan kompensasi yang cepat, memadai dan adil, mencakup aspek kerugian material dan psikologis dan, jika diperlukan, aspek ganti kerugian lain seperti restitusi, rehabilitasi termasuk pemulihan martabat dan reputasi, serta jaminan untuk tidak akan mengalami hal yang sama. 
· Menjamin Komite untuk Penghilangan Paksa (Komite) wajib dibentuk untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang ditetapkan di dalam Konvensi ini. Komite tersebut akan menangani kasus-kasus penghilangan paksa yang terjadi setelah Konvensi berlaku di Negara Pihak.
· Saling bekerja sama dan saling mengupayakan langkah-langkah terbaik secara timbal balik untuk mencari, menemukan, dan membebaskan dan dalam kasus kematian melakukan penggalian jasad dari orang yang telah dihilangkan.
· Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah dan menghukum berdasarkan hukum pidana yang berlaku melalui peningkatan kapasitas/ pelatihan bagi aparat penegak hukum sipil atau militer, tenaga medis, pegawai pemerintahan, dan pihak lain yang mungkin terlibat di dalam tempat penahanan agar menekankan pentingnya upaya pencegahan, penyelidikan, dan penyelesaian kasus-kasus terkait penghilangan paksa.

· Melaporkan secara berkala kepada Komite penghilangan paksa mengenai langkah-langkah administratif, legislatif, dan teknis sesuai persyaratan dalam Konvensi ini.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan  

Dari penjelasan naskah akademik ini dapat disimpulkan bahwa Konvensi Internasional tentang Perlindungan terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan paksa merupakan salah satu konvensi penting yang dapat memperkuat sistem hukum nasional dalam memberikan jaminan perlindungan semua orang dari penghilangan paksa dan penyelesaian yang efektif jika terjadi kasus penghilangan paksa di masa mendatang.

B. Saran

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, pemerintah Indonesia perlu segera mengajukan rancangan undang-undang tentang pengesahan konvensi Internasional tentang Perlindungan terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Paksa untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat RI.

C. Rekomendasi

· Perlu dilakukan penguatan sistem hukum nasional terkait upaya pencegahan penghilangan paksa dengan menyediakan perangkat hukum untuk mengambil langkah-langkah hukum jika terjadi kasus penghilangan paksa di masa mendatang, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga proses pengadilan dimana pelaku penghilangan paksa mendapat hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
· Perlu melakukan Sosialisasi mengenai pentingnya memberikan perhatian terkait    Penghilangan Paksa.

· Perlu segera meningkatkan kapasitas nasional substansi terkait Penghilangan Paksa melalui pelatihan terhadap aparat penegak hukum (sipil dan militer) tenaga medis, pegawai pemerintahan dan pihak-pihak lain yang dalam pelaksanaan tugasnya terdapat tindak penahanan.

· Mengembangkan kerjasama Internasional dalam penegakan dan penindakan atas penghilangan paksa.
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